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ABSTRAK

Irma sapitri. NPM. 18.81.0159. 2022. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Hatespeech
di Media Sosial yang terjadi di Wilayah Hukum Banjarmasin. Skripsi. Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing | Muthia Septarina, S.H., M.H Pembimbing
Il Noor Azizah S.H., M.H.

Kata kunci : Ujaran kebencian, Penerapan Hukum

Maraknya perbuatan ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapat perhatian dari
masyarakat dan aparat penegak hukum. Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya
penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan bangsa. Dan yang menjadi
sasarannya adalah masyarakat budaya etnis, ras, dan agama.

Dimana yang satu diproses yang satu tidak maka dengan adanya latar belakang
tersebut maka penulis menarik dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana penerapan
hukum terkait hatespeech dimedia sosial yang terjadi di wilayah hukum Banjarmasin.
Bagaimana penyelesaian hukum terkait hatespeech di media sosial yang terjadi di
wilayah hukum Banjarmasin.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Bahan penelitian
dikumpulkaan dengan cara wawancara terhadap narasumber, pengamatan langsung
dilapangan. dan melalui metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dengan pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian Undang-Undang No. 11
Tahun 2008.



ABSTRACT

Irma Sapitri. NPM. 18.81.0159. 2022. Juridical Review of the Implementation of
Hatespeech Law on Social Media which occurs in the Banjarmasin Legal Area. Thesis.
Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor | Muthia Septarina, S.H.,
M.H Supervisor 1l Noor Azizah S.H., M.H.
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The rise of hate speech is increasingly receiving attention from the public and law
enforcement officials. Hate speech can encourage incitement, discrimination, violence,
and even national division. And the targets are ethnic, racial and religious cultural
communities.

Where one is processed and the other is not, with this background the author draws two
problem formulations, namely how to apply the law regarding hate speech on social
media which occurs in the Banjarmasin jurisdiction. What is the legal resolution
regarding hate speech on social media that occurs in the Banjarmasin jurisdiction?
This research method uses sociological juridical research. Research material was
collected by interviewing sources, direct observation in the field. and through a method
of approaching laws and regulations related to this research, namely the Criminal Code
with articles related to hate speech, Law no. 11 of 2008
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